BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam
bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian
mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korban Aborsi
Paksa” adalah:

1. Pada dasarnya wanita yang dipaksa melakukan aborsi seringkali disebut
sebagai pelaku utama tindak pidana aborsi. Hal tersebut disebabkan oleh
hukum yang tidak memadai, bahwa dalam hal ini tidak ada dasar aturan
yang mengatur aborsi paksa. Pada nyatanya wanita yang dipaksa
melakukan aborsi seringkali mengalami bentuk paksaan berupa
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang
tidak mampu memberikan persetujuan yang menimbulkan penderitaan
seperti gangguan psikologis, kesehatan reproduksi, bahkan kehilangan
nyawa, maka dapat diketahui wanita yang dipaksa melakukan aborsi juga
merupakan korban yang perlu dilindungi. Sayangnya hukum yang tidak
memadai menyebabkan wanita yang dipaksa tetap dapat dikenakan
pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga harus dicari alternatif lain untuk melindungi wanita tersebut.

2. Perlindungan hukum yang diberikan pada wanita korban aborsi paksa
untuk mengatasi kekosongan hukum dalam mengatur aborsi paksa
sementara ini dapat ditinjau dari beberapa undang-undang. Undang-
undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009 Kesehatan), Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023
KUHP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK). Menurut hasil
analisis perlindungan hukum yang ditinjau dari UU 36/2009 Kesehatan
dan UU 31/2014 PSK hanya melindungi wanita korban aborsi paksa



untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, tidak
bertanggungjawab, serta bertentangan dengan norma agama dan
peraturan perundang-undangan. Wanita yang belum melakukan aborsi
tersebut dilindungi karena kedudukannya di hadapan hukum adalah
korban, sedangkan wanita yang telah melakukan aborsi akibat paksaan
masih dianggap sebagai pelaku utama tindak pidana aborsi. Perlindungan
hukum yang dapat diberikan kepada wanita yang melakukan aborsi
akibat paksaan dan tekanan yang sulit dihindari, hanya dapat
menggunakan overmacht sebagai peniadaan pidana atas Pasal 346 UU
1/1946 KUHP atau 463 UU 1/2023 KUHP. Sayangnya karena overmacht
bersifat subjektif dan pandangan hakim berbeda-beda, maka tidak semua
wanita korban aborsi paksa dapat menggunakan overmacht sebagai

peniadaan pidana.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak,
antara lain adalah:

1. Karena terdapat kekosongan hukum dalam mengatur aborsi paksa, maka
saran yang dapat diberikan adalah dengan membuat ketentuan yang
mengatur secara pasti mengenai aborsi paksa. Aturan tersebut diharapkan
menggunakan perspektif viktimologi bagi wanita yang dipaksa
melakukan aborsi, sehingga wanita yang dipaksa melakukan aborsi lebih
dipandang sebagai korban dibandingkan pelaku dimana aturan tersebut
mengatur mengenai aborsi paksa sebagai suatu tindak pidana dan
pengecualian pemidanaan pada wanita yang dipaksa melakukan aborsi.
Tentunya aturan ini juga harus mengatur bentuk-bentuk pemaksaan yang
dapat diklasifikasikan sebagai pemaksaan aborsi, sehingga alasan aborsi
paksa tidak dapat digunakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang
tidak berkenan. Sebelum dibuatnya aturan mengenai aborsi paksa para
penegak hukum diharapkan dapat menggunakan Pasal 347 UU 1/1946
KUHP atau Pasal 464 ayat (1b) UU 1/2023 KUHP dan dapat menafsirkan



kata “tanpa persetujuan wanita/perempuan tersebut” menjadi makna
yang lebih luas dimana tidak hanya digunakan dalam alasan
pengecualian aborsi, tetapi juga dapat digunakan pada kasus-kasus aborsi
paksa lainnya.

. Aborsi paksa perlu ditetapkan menjadi salah satu tindak pidana dengan
klasifikasi tertentu untuk mengetahui korban aborsi paksa yang
sebenarnya sehingga dapat diberikan perlindungan hukum. Hakim
sebagai penegak hukum juga diharapkan untuk lebih dapat
mempertimbangkan penggunaan overmacht sebagai alasan peniadaan
pidana dengan melihat dari sisi wanita yang melakukan aborsi akibat
tekanan atau paksaan yang sulit dihindari karena pelakunya adalah
orang-orang terdekat dari wanita tersebut. Dalam menggunakan
overmacht pada kasus aborsi paksa, hakim juga diharapkan untuk dapat
melihat alat bukti-alat bukti konkrit yang benar-benar meyakinkan
bahwa wanita tersebut melakukan aborsi akibat paksaan atau tekanan
yang besar dan sulit untuk dihindari, hal ini bertujuan agar alasan aborsi
paksa tidak dapat digunakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang

tidak berkenan.
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